
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik fndonesia
NOmOl" 4286);

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat rr di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nornor 72, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Menirnbang: a. bahwa Walikota Banjannasin selaku pemegang kekuasaan
pengeJolaan keuangan daerah berwenang un tu k
menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu
menetapkan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran,
2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
dan huruf b, perlu rnenetapkan dengan Peraturan Walikota
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANOGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

TENTANG

NOMOR 55 TAHUN 2018

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L3 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Mentel; Dalam Negeri NOIDor 21 Tah.un 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Tnstansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Repu blik
Indonesia 'I'ahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 4578);

8. Undang-Urrdang Nornor 23 Tahun 20] 4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik fndonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
5679);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nemer 4438);

7. Undang-Undang Nornor 12 Tahu n 2011 ten tang
Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

tentang
Republik

Lernbaran

4. Undang-Undang Nornor 1 Tab un 2004
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Indonesia Tahun Q004 Nornor 5, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
4400);



Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi; atau
b. estimasi.

Pasal2

Bagian Kesatu
Standar Biaya Masukan

BAB n
STAND.t\R BIAYA MASUJ<AN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disebut APBD adal.ah. reneana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang selesai dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintab daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
yang masa berlakunya dari tanggal 1 .Januari sampai dengan
tanggal31 Desember tahun berkenaan.

2. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 adalah satuan
biaya beru.pa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan
untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalarn
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2019.

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

Pasal 1

BABI
KETENTUAN UM-UM

PERATURAN WALlKOTA TENTANG STANDAR BJAYA
MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Menetapkan :

MElV,lUTUSKAN:

14.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 20]4
tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);

13. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 38 Tahun 2018
tentang Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 20] 9 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



fl) Penetapan biaya di luar standar biaya masukan diteraplcan
antara lain sebagai berikut:
a. Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kota

Banjarmasin Tahun 2018 pada Dinas Pendidikan Kota
Banjarrnasin.

b. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada
Badan Kesatuan Bangsadan Politik Kota Banjarrnasin.

c. Kornunitas lntelijen Daerah (Korninda) pada Badan
Kesatuan Bangsadan Politik Kota Banjarmasin.

d. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) pada
Badan Kesatuan 8a.ngsa dan Politik Kota Banjarmasin.

e. Forum Kerukunan VIDat Beragama (FKUB)pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

:f. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik KotaBanjarmasin.

g. Tim Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019
padaBadan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

h. Tim Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran
2019 pada Badan Keuangan Daerah Rota Banjarrnasin.

1. Tim Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun
Anggaran 2018 pacta Badan Keuangan Daerah Kota
Banjarmasin.

J. Tim Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2018 pada Badan Keuangan Daerah Kota
Banjarmasin.

k. Biaya Operasional Kuasa Hukurn Pemerintah Kota
Banjarmasin.

(2) Dalarn hal standar biaya rnasukan sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 3 tidak rnencukupi dengan biaya riil, Perangkat
Daerah dapat menetapkan biaya di luar standar biaya
masukan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(3)Penetapan biaya di luar standar biaya masukan sebagaimana
dimaksud dalarn pada ayat (1) wajib disertai alasan dan bukti
dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal4

(1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang berfurrgsi
sebagai batas tertinggi adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian ticlak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini,

'(2)Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang berftmgsi
sebagai estimasi adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

(3)Penjelasan uraian Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2019 adalah sebagaimana tercantum dalarn Lampiran HI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
ini.

Pasal3



H. GAZI AKHMADI

BERl1'A DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 55

Plh. SEKRETARIS DA8RAH KOTA BANJARMASIN,

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 okt 0be r 2C18

H. IBNU SINA

WAL1KOTA BANJARMAS1N,

Ditetapkan di Banjarrnasin
pada tanggal 4 Qkt ober 2( 18

Agar setiap orang rnengetahuinya dan mernerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini derrgan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Banjarrnasin.

Peratu ran Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PasalS

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

(4) Prosedur penyampaian alasan dan bukti dukung yang dapat
dipertanggungjawabkan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(5)Penetapan biaya di luar standar biaya masukan ditetapkan
dengan peraturan dan keputusanWalikota.



NO. URAfAN SATUAN
STANDAR

KET
BJAYA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 PEJABATPENGGUNA ANGGARAN

a Nllal,)aIlU dana .dl atas Rp 100 [uta s.d. Rp 250 jura Orang/Bulan 600,000
b Nllal pagu dana dl atas Rp 200luta 5.•d. Rp 500tuta Orapg/Blilan 700,000
c Nllai pagu dana di atas Rp 5QOjura .s.d. Rp 1 mlillar Orang/Sulan 8o.0~OOO
d Nflal pagu dana dl atas Rp 1 rnllliar s.d. Rp 2;5 mllllar Orang/Bulan 950,000
e Nllai pa'gu dana di atas Rp 2,5 mil liar s.d. Rp 5 rnllliar Orang/Bulan 1,100,600
f Nilal pagu dana dl atas Rp. 5 milliar s.c. Rp 10. milliar Orang/Bu'lan 1,250,000

a Nllal pagu dana dl alas RP10 mllliar .s.d. Rp 15 millli'r Orang/Bu'lan 1,500,000
h Nila! pagu dana dl atas Rp 25 mllliar ~.d. Rp 50 rniillar Orang/Bulan 1,900,000
i Nilai pagu dana di etas Rp 50 milliar s.d, Rp 75 milliar Orang/Bulan 2,250,000

J Nllai p.agu dana dl atas Rp 75 rnilllar s.d. Rp 100 mlllfar Orang/Bulan 2;500,000
k NII31pagu dana dl aras Rp,lOO mllllar Orang/Bu'lan 3;000,000

2 PEJABATKUASA PENGGUNAANGGAMN
a Nilal pagu s.d. Rp 50iuta Orang/Bulan 300,000
b Nilai pagu dana dl alas Rp 10.0 juta s.d. Rp 250 [uta Orang/SUlal) 500,000
c Mlal pagu dana <IIaras Rp 2bO'Juta s.d. Rp 500 Iura Or.ang/Bulan 600,60.0
d Nllai'pagu daM,dl atas, IIp 500 [ura s,d.IRp 1 ,mllilar o_ran!llBulan 700,000,
e Nllal pugu dana dl atas Rp 1 rnUlIar s.d. Hp 2,S mllliar Or,ang/BUlan '850JOOO
f Nllatpagu dana dl atas RP 2,.5mllllar s.d. Rp 5 rnfillar Orang/Bulan 1,000,000
g Nllal pagu dana dl aras Rp 5 mlillar s.d. Rp '10 mllilar Orang/Bulan 1,125,000
h Nllal pagu dana di atas Rp 10. milli.ar s.d. 'Rp 25 milliar Orcing/Mlan 1,350;000
i Nllai pagu dana dl atas Rp 25 mllliar s.d, Rp' SO' rnllllar Orang/Bulan 1,700,000

J Nlla! pagu dana dlaras Rp50 miIJfar s.d, Rp 75 mllJ1ar Orang/Bulan 2,000,000
k Nllai pagu dana dl atas Rp 75 rnllliar s.d. Rp 100 milliar Orang/Bulan 2,250,000
I Nilai pagu dana di eras Rp1.00 milllar Orang/Bulan 2,700;000

3 PEJABATPENATA USAl-IAAN K£UANGAN
a Nllal pagu dana di aras Rp 100 jura s.d. Rp 250jura Orang/Bulan 300,000
b Niial pagu dana dl aras Rp 200 [uta s.d. Rp·SOO'juta Orang/Bulan 400,000
-c NHai pagu dana dj aras Rp SOO[uta s.d. Rp 1 rnllliar Or.'ang/Bulan 60.0,000
d Nllal Pil8u dana dl atas Rp 1 milllar s.d. RP 2,5 mil liar OraDg/Btilan 750,000
e Nllal pagu dana 'dl aras Rp 2,5 rnllllar s.d. Rp 5 mllliar Orang/Bulan 90.0,00.0
f NHal pagu dana di atas Rp 5 mllllar-s.d. Rp 10 mllllllr Orang/Bulan 1.0'00,000
g Nllal pagu dana di etas Rp 10 rnllllar s.d. Rp 25 mUllar Orang/Bulan 1.100,000
h "'"al pagu dana dl aras ~p 25 rnlilliiH s.d. ilp SO millfar Orang/Bulan 1,200,000
I Nllal pagu dana dl ara5,Rp 50. mlllia'r .s.d. J'lp7S mlillar Ora.ng/Bulan 1,500,000
j Nllai pagu dana dl atas I'IP75, milliar s.d. Rp'100 mlJliilr Oranll10ularl 1,750.,000
k Nilai,pagu dana'di atas Rp 100 milliar Orang/Bulan 2,000,000

4 PUABAT PEMBUAT KOMlliMEN
a NHal pegu dana s.d. Rp.2001uta Orang/Billan 300,000
'b NUa! pagu dana dlal-as Rp. 200 luta sd. Rp, 500 luia Orang/Bulan 500,boc
c Nltal pagu dana dlalas Rp. 500 Juta sd. Rp, 1 millar Or.ang/Oulan 750.000
d Nila! pagu d.ana cHatas Rp, 1 mlliar sd. Rp. 2,5 mll.lar Orang/Bulan l,o.OO,QOC
e "'Ital pagu dana dlatas Rp. 2,5 milia!' sa. Rp. 5 mlliar Orang/Bulan 1,250,0Q{]
f Niisi pag\l dana diatas Rp. 5 miliar scLRp.l0 miliar Orang/Bulan l,500,00C
II Nltai pagu dana diatas Rp. 10 miliar $d. Rp. 50 mlliar OrangiBulan 1,7S0,OOC
h Nllal pagu dana dialas Rp. 50 mlliar sd. Rp. 100 milfar Orang/Bulan 2,000,000
i Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar Orang/Bulan 2,500,OGC

STANOAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 21,'119
YANG BERFUNGSISEBAGAI BATAS TIRTINGGI

STANDAR BII\YA MASUKAN TAHUN ANGGAMN 2019
TENTANG

LAMPIRAN I
PERATU.RANWAUKOTA BANJARMASJN
NOMOR 55 TAHUN 2018



NO. URAIAN SATUAN
STANDAR

KIT
BIAYA (Rp.)

1 2 3 4 5
5 PENGElOLA TEKNIS ( khusus bldang Kecipta Karyaan )
3 NII,Ii pagu dal13 sd, Rp. 200 luta Orang/Bulan 280;000
b Nllal pagU dana dlatas Rp, 200.lutasd.. Rp.500 [uta Orane/Bulan 490,000
c NIJai pagu dana dlatas Rp. SOO.Jutasd. Rp. 1 rnlllar Orang/BUlan 600,000
d Nllai pagu dana dlatas Rp. 1 millar sd. Rp. 2,5 miliar Orang/Bulan 800,000
e Nrlal paau dana dlatas Rp. 2,5 millarsd, Rp. 5 mlllar Orang/Bulan 9.00,000
r Nllal pallu dana:diatas·RP. 5 rnlliar sd. Rp. 10 rnillar Ora!llYBu'lan 1,200,000
s Nilal pagu dana dlatas Rp. 10,millar sd. Rp. 50'miliar Orang/Bulan 1.500,000
h Nllal pagu dana dlatas IIp. 50 mlliar sd, Rp. 100 millar Orang/Bulan 1,700,000
I Nllal pagy dana elates Rp; 100 rnlllar Orang/Bulan 2,000,000

PeJ"bat Pcngelola Keuang<ln Daerah f~usus BPKAD) OranR/Bulan

6 PEJAB.ATPELA'I(SANATERNIS KEGIATAN
a Nllal pagu s.d, Rp 50juta OrangjSulan 200,000
b NlIal pagudana dl atas Rp SO,JlJ'ta s.d. Rp 200 [uta Orang/BUlan 255,000
c Nitili pagu dana di atss Rp 200 Iuta s.d, Rp SOD[uta Orang/Bulan 3'30,000
d Nllal pagu dana.dt atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 rnllllar Orang/Sutan 375,000
e Nllal pagu dana dl etas Rp 1 milliar s.d. Rp 2,5 rnllllar Ora!lg/Sula!l 400,000
f Nilal pagu dana dr atas Rp 2,5 mliHar s.d. Itp 5 mllilar Orang/Bulan 440,000
g Nllai pagudanarf atas Rp 5 rnllliar .s.d, Rp 10' mll1lar Orang/Bulan SOO,OOO
h Nilai pagu dana dl atas Rp 10 milliar s.d. Rp· SO ml111ar Orang/Bulan 650,000
I Nllai pagu-dana dl atas Rp 5.0 milliars,d. Rp'lOci mllflar Orilng/Bulan 800;0.00

7 STAFADMINISTf:!ASI{fEKNIS
a Ntlar pagu s.d. Rp 50 juta Orang/Butan isO,OOO
b Nllal pagu dana dl atas Rp 50 jura s.d, 'Rp 200 juta Orang/Bulan 225;000
c N,italpagu dana dl atas Rp 200 jura s.d. Rp 5QOJuta Orang/Sulan 30,0;000
,d ~Ilal paRu dana di atas Rp SOO'juta s.d. IIp 1 ",1I1I3.r OranR/Bulall 3a7,500
e Nllill pagu,dana di alas Rp 1 milllar s.d. IIp 2,5 milnor Ol'ang/Sulan 375,000
r Nilai pagu dana di alas Rfl 2,5 rnllllar s.d. IIp 5· mtlllar Orang/BUlan 4i2,500
g !lliial pagu dana dl atas Rp 5 milliar s.d. Rp 10' rnllltar Orang/Bulan 487,500
h Nllal pagu dana dl atas Rp 10 millfars.d. RI> 5.0 rnllllar Orang/Bulan 600;000, Nllai pagu-dana dl atas Rp 50 niillfar .s.d. IIp'lOO mHlJar Orang/Stilan 750,000

8 PENGAWAS LAPANGAN
a Nllal pagu dana s.d. Rp 200 luta Orang/Sulan 225,000
b Nllal panu dana dl aras Rp 200 [uta s.d. Rp 500 Iura OranR/Br,Jlan 300,000
c Nllai pagu dana di aras Rp SODIuta s.d. Rp 1 rnllllar Orang/Bulan 337,500
d Nllal pagu dana di aras Rp 1 milllar s.d. Rp 2,5 milliar Orang/Bulan 375,000
e !'Iliai pagu dana ,dl atas Rp 2.5 rnllliar s.d. Rp 5 mllllar Oran!UBulan 412,500
f Nllal pagu dana dl atas Rp 5 miUiar s.d. Rp 10 miUlar Orang/Bulan 487,500
g Nllal pagu dana dl atas Rp 10 milliar s.d.. Rp 50 milliar Orang/BUlan 600,000
h Nllai pagu dana di atas Rp 50 milliars.d. RplOO mllHar Orang/Bulan 750,000

a) Honor Kepanitlaan/Tlm yang mellbatkan Wallkot .. dan Wakll
Wallkota

1 Honor WallkoN) (falam ~epanfliaan/nn:l
1 kelJper paket

3,000,0.00
kegfatan'

2 Honor livalikota dalam Kepanitiaan/Tlm or.glbln 500;000

3 Honor Wakll Wallkota dalam Kepanitiaanjnm
1 ka'ii per paket

2,500,000
kegfatan

t1 Honot Wakll WaUkota dalamo!(epanitJaan/Tim org/bln 400,000

~) Honor Pejabat/Panltla Pengadaan Barang/lasa
1 PEJABAT PENGAOAAN BARANG DAN JASA

Pengadaan s,d. Rp 200 juta Org/PI<I 450,000

2 PEJABAT PENGADAAN JASA (~ONSULTANSI)
Pengadaan s.d Rp. 200 Juta 0fR1Pf..1 450,000



NO. URMAN SATUAN'
STAND)\ R

KET
BiAYA IRp.)

1 2 3 '4 5
3 PANITIA PENGADAAN BARANG DAN MODAL (KONSTRUKSI)
a Nitai pagudana eli atas Rp 20'0 [uta s.d. Rp 500 juta Org/Pkt 750,000
b Nllai pagu dana dl atas Rp 500 jLita s.d.. Rp 1 milliar 'Org/Pkt 850,000
c ~'HlaiPagu dana di atas Rp l nillilar s.d, Rp 2;S rnllllar. Org/Pkt sso.oeo
d Nilai pagu dana dl atas Rp 2,5.milliar s.d, Rp 5 mllllil,r, Qrg/Pkt l,lQO,OOO
e Nllai pagudaha di atas Rp 5 rrtllliar s.d. Rp, 1,0 ml'lliar Or.g/Pkt 1,250,000
f ,Nlla'i pagu dana di a~as'Rp 10 milllar- ~.d. Rp 50 mllll~r ,prg/Pkt l,500~000
g ,Nilai pagu dana di atas Rp50 milliar s.d, Rp lPO 'mllllar, ,Org/Pkt 2,000,000
:h Nltai pagu dana-dl.atas Rp 100 mlll1ar OrgjPkt 2,500,000

4 PANITIA PENGAOAAN BARANG (NON KCiN.5TRUKSI)
a Nllai pagu dana dl atas Rp 200 jUt!) s.o. Rp 500 jut .. Org,tpkt .'(50,000
b Nilai'pagu dana di atas Rp 500juta s.d, Rp 1 milliar' 'Org/Pltt 'S50,OOO
c Nilai pagu dana di atas Rp 1 mlUiar s.d. Rp 2,5 mllilar Org/Pkt 950;00'0
d' l\Iilili pagudana di aras Rp '2,5 mil liar s.d, Rp 5 rnllllar OrgjPkt 1,100,0,0'0
e Nilai p,agu dana di ara,s Rp 5' inll,lIar s';d. Rp 1.0 rnllllar Org/P,Rt 1,2,50,000
f Nif;Ji pagu dana dl atas RP 10 rnilllar s.d. Rp '5,0 mlflfar Org/Pkt 1,500;00Q
g Nllai pagu danadl atas Rp 50 rnllllar s.d: R)!J100 rnllllar ,Org/Pkt 2,000,000
h NllaJ pagu danCldl atas lip ].10'0 mllllar Org/Pkt 2,SOO,OOO

5 PANITIA PENGAD,AAJIiJASA (KONSlllTANSI)
a Nilai pagu dana·d.! atas Rp 50 juta s.d, Rp,250 [uta OruPkt 600~000
b Nllai pagu dana (Ii atas Rp 250,juta s.d. Rp SOD'jura Org/Pkt 750,000
c NiJai pagu dana di atas Rp '500 [uta s.d, Rp 1 rnilliar Org/pRt 850,.000
d N.llai pagu.dana di atas ~p 1 niilliar s.d. Rp' 2,5 rnllllar ,Org/P~ 9S.Q,009
e Nilai pagudana di atas Rp 2,5 milliar S.d. Rp 5 mllllar 'Org/Pkt 1,100,000
f N'lIai pagu dana di atas Rp 5 milllar s.d. RJl 10 milliar 'Org/Pkt 1,250,000

It Nltai pagu dana di atas Rp 10 rnilllar s.d. Bp 50 rnilliar ,OrgjPkt 1,500,00:0
11 Nllai pagu dana dl atas Rp 50 milllar s;d. RP 100 mlillar ,Org/Pl<l 2,000,000
I Nilai pagu dana di atas Rp 100 'rnllllat ,Otg!Pkt 2,500,000

c) HO,Mr Panltla Pe,nelltl pelaksanaan Kontrak (PPP!<)Ikhu5US
Ipekerjaan konstruksi)

a Nllai pagu dana s.d, RP.200 jlJta ,orgJ,Pkt L.angstlng,PP.K tanpo hon.or
b Nitai pagu_dana di atas Rp 200 juta s.d, Rp 500juta Org/Pkt 435,000
c Nita! pagu dana di alas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milliar Org/Pkt 495,000
d 1'1111<11 pagu dana di at';ilsRp 1 milUar s.d. Rp 2,5 mlllliJr; 'Or!!/Pkt 558;000
~ NUai pagu dana di atas Rp 2,.5pilUlar s·,o.Rp 5 milllnr 'Org/Pkt 16,18,000
f Nilal pagu'dana di atas Rp 5 mllliar S.d. Rp 10 milllar OrrJPkt 682,000
g Nital pagu dana dl atas Rp 10 mililar s'.d, Rp SO mlillar Org/Pkt 806;000
h Nitai i>ag'udani! di a!,<lsRp 50 milliar 1;;d.Bp100' milliar Org/Pkr 990;000,

d) Honor Paniti,a / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Termasuk Tim
PHO/FHO

1 l\lliai PClgudana 0 s,d. Rp 50 juta Ofg/Pkt 2ClO,OOQ

2 Nllal pagu dana diatas'SO juta s:d. Hp lOp Juta 'Or:$IP~t 300,000

3 Jllilal pagu d,ana dlatas 10D'jl,n3,s;d'. Rp 200 luta QrllfPkt 40.0,000,
4 Nllai pagll dana di at:as ~p 200'Iuta s.d. Rp 500 juta Org/PM SOO,PO,D
5 Nllai pagu dana di atas Rp 500 j'uta Sid. Rp 1 mililar Or8./.PKt 600,000

~ Nita; pagU dana di ata'S:Rp 1 milH<l'rs:d..Rp 2,5 inllUar O~g/Pk~ 7.50,000
7 Nilai pagu dana di'atas Rp 2,5 milliar s,d~Rp 5 milliar Org/Pkt 850,000
8 Nilai pa'gu dana di atas Rp 5 mlillar s,d. Rp 10' milliar OrgiPkt 1,000,00:0
9 lIIi1al pagu dana di atas ~p 10 milliar s.d. Rp 50 mllfllir Org/Pkt 11200;OqO
10 Nilai )!Jagu,danadi atas Hp 50 mililar S.d. Rp100 mlillar OrJl/P~t 1,350;000
11 Nilal pagu dana dl atas' Rpl00millar Org/Pkt 1,600,000



URAIAN
STANDAR KETNO. SATUAN

BIAVA (Rp.)

1 2 3 4 5

e) Honor Nara Sumber/lnstruktur/Tenaga Ahli/Modemtor/Pembawa
Acara

1 Menteri/pe!abat setlnBkat Mel1teri OTg/Jam 1,200;000
2 Pejabat Eselon II yang dlselarakan OrgfJam 1,000 000
3 P-elabat Eseron II Iyang' dlsetatakan Oi'g/Jam 750,000
4 Pejabat dari Eselon ill ke bawah I yang dlsetarakan Org/Jam 600,000
5 Pokar/Praktisf/PembicDro Khusus Otg/Jam 1,000,000
6 Moderator Orgfkafl 600,000
7 Pembawa Acara Org/KeBlatan 400,000

f) Penyuluh Non PNS
1 SLTA OrglBln 1,000,000
2 SARJANAMUDA Org/Bln 1,100,000
:3 SARJANA Org/Bln 1,200,000
4 MASTER (.5.2) Org/Bln 1..300,000

gJ HonorTfm PelakSanil Keg.latan
1 Pengarah OIg/Bln 500,000
2 PenanggungJawab Org/Bln 400,000
3 KoordlnatQr Org/Bln 350,000'
4 Ketua/Wa.kH Kotua OrE/Oln 300,000
5 Sekretarls Org/8ln 250,000
6 Anggota Org/Bln 200,000

Catalan:

Pernbentukan TIm dllaksanakan secara selekrlf sesuat keburuhan,
dltetapkan dengan 51( Wallkota

hI Sek'retarlat Tim Pelaksana Keglatan
1 ~etua/Wakll Kotua OrgfBln 300,000
2 .l\nggota Orll/Bln 200)0,00

I) Honor Panltia
1 Ketua Org/Bln 300;000,
2 Sekretaris OrgjBln 1.:s0,OOO
3 Anggora Org/Bln 200,000

Jl Honor Penyelenggilrn UJlan
1 SE'TINGKATPENDID1~N DASAR

a. J>enyUSlJnan.lpemb\l<!tanbahan ulinn NlIskah/Pelajar'an 5'0;000
b. Pcmerlksa hasU ujian SlsWQ!Mata U)lan 750
c. Pengawas ujian O~I 100,000

2 SETlNGKAT PENDIDIKAN MENENGAH
a. Perwusunan!pembuatan bahan lljian Nas~ah/PelaJaran 35,000
b. Pernerlksa hasil ujian Siswa/Mata Ujlan 7.50
c, Pe,ngawas ulla" Oli 125,000

3 PENDfDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
B. Penyusunan/pembuat,m bahan ujlan NlIskah/Pelajaran '6,000
b. Pemerlksa hasli ujian Siswa/Mata Ujian 750
c. Pengawas ujlan Or.ang/kall 150,000

4 IlENDIDIKAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT
a, Penvusunan/pambuatan bahan ullan NiJskah/Pelajaran 100,000
b. Pemerlksa hO$i1 uJhll1 Siswa/Mata uJlan 750
c. P~nllawas ujlan Orang/kali 150,000

- .11 Honor Instruktur
1 InStruktur.(Berstatus PNS I OrangJam 50,000
2 lnstruktur (BerS't;llu~ Non PN$I Orang Jam Se.sua!Pasar



NO. URAIAN SATUAN
STANDAR KET

BIAYA (Rp.l

1 2 3 4 5
k) Honor Pelaksanaan Keglatan Penelitlan

L Penelltl Utama (Makslmum " jamlharl) Orang Jam 57,000
2. Penclill (Makslmum 4 lam/harf) Ora(ll! Jam 38,000
3. Pernbantu PeneJltI Orang Jam 19,000
4. Pcngolah Data Penelltlan l,463,oD_C
S. Petugas Survey Orang Han 7S,OOO
6. Pernbanfu lapangan Orang Harl 76,000
7. K6ordinatorPeneliti Orang Bulan 399.000
8. Sekretarlat Penelltlan Orang Bulan 285.000

I) Honorllm Penyusunan Jurnal
a. Penanggung jawab Oran8/Torblt 1100,000
2. .Redaktur OrangfTcrblt 300,000
3. Penyuntlng! Edltur Oran8/Tcrbit 250.000
4. Desain Grafis OrangfTerblt i80;000
S. Forografer Orang/Terblt 150,000'
6. Sekretarlat Orang/Tcrblt 100.000
7. Pembuat Artikel Per Halaman 75,000

m) TIm Penyusunan Buletln /Majalah
1. Penanggungjawab Oran8/Tcrblt 400,000
2. Redaktur Orang/Tcrbll 300.000
3. Penyunting/ Editur Orilng/Terb\1 250,000
4. Desain Gratis OranglTerblt 180.000
S. Fotografer Orang/Terbh 150,000
6. Sekreta rlat Ol13ng/Terblt 100,000
7. Pembuat Artlkel Per Halarnan 75,000

n) Honor TIm Pengelola Website
1. Penanggunglawab Orang/Bulan 500,000
2. RedaktlJr Orang/Bulan 450,000
3. Editor Orang/Bulan 400,000
4. Web Admin Orang/Bulan 350,000
S. Web Developer Orang/Bulan 300,000
6. Pembuat Artlkel Per Halaman 100,000

1. Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh i
1 Diberlkan kcpada Aparal yang berhubungan pekerlaan khusus Org/Hari 7.000

IFungsional sepern Operator Kompulcr, tenaga lab , PClugilS
X Ray, dan Petugas Beresiko TInggi.

2. Pakalan Dinas Doktor /Perawat dan jabatan yang lainnya yg
s!!tara/sejenis.

1 Diberikan kepada Aparat yang berhubungan pekerjaan khusus Slel 400,000
/Fungsional sepeni Operator Komputer, tenagn lab , Pelugas
X Ray. dan Pelugils Bcresiko nnlU!i.

3. Pakalan Dlnas/Kerja Resml Pegawai Termasuk Atrlbul dan ongkos
Jahlt

1 Pakalan Dlnas/Kerja Resml Stei 400,000



'--~
H. IBNU SINA

WALIKOTA BANJARMASIN,

NO. URAIAN SATUAN
STANDAR

KET
BIAYA (Rp.)

1 2 3 4 5

4. Pakalan drl khas eaerah untuk menunjang kedlnasan'/keperluan
ceremonial dan harl harl tertentu,

1. pakaian Ciri khas daerah (Qat''' daerah) unluk menunjang kedlnasan Stel 500,000

2. Pakaian adat (KhususKepala SKPD,Sekda, Asisten,dan Star Ahli) Stel 2,500,000'

3. Pakalan adat Wallkora Paket 10,000,000
'I. Pakalarr adat Wakit Walikota Paket 10j000,OOO
5. Pakaian adat Plmpinan DPRD 'Slal 5;000,000

5. Pakalan Soplr /Pesuruh ;
1 Pakalan Sopir/Pesuruh (termasuk Atdbutdan,ongkos Jahtt] Stel 175,000'

6, Pakalan Satpam/Satpol PP/Dishub
1 Pakai satpam Satpol PP/Dishub (+ ongkos Jahlt) Stel 450,000
'2 Atriout Pakaian Satpam Satpol PP/ Dlshub stel 400,000

7. Pengemudl, Pramubaktl, Satparn, Cleanfng Service, dan pekeriaarr
serara lalnnya

1 Pengamudl-danprarnubaktl Org/Bulan 1,60MOa
2 Sat-pam dan petugas keberslhan Org/Bulan 1,600,000

8. Pengadaan Kendaraan Wallkota/WakIl, Ketua/Wakll DPRO, Pejabat
Eselon II, III dan IV

1 Wililkota :
a. Sedan Unit GSO
b. Jeep Unit GSO

2 Wak!l·Walir.otil :
a, Sed'!" Unit GSQ
b.Jeep unu. GS~0

3 Ketua DPRDKota Unit GSO
4 Wakil Ketua DPRDxota Unit GSO
·5 Pejabat Eselon II Un1t GSa
6 Pelabat Eselon III Unit GSO
7 Pelabat Eselon IV Unit GS0
8' Mobn Operaslonal tapangan :

Bus roda 6, Mlnlbus·rode 4, Pick Up, Roda 2, Roda 3, Motor Trail Unit GSO

9. Honor Programer (PNS dan Non PNSdl luar jam Ke~ja)
1 Programer (Makslmum 3 tarn/han] Oratlg)ani 27,000
2 Pembantu Programer Orang Jam 23,000
3 Koordinator Tim Programer Orang Bulan 450,000
4 Sekretariat Programer Orana Bulan 400,000

10. BBM Mabll Dlnas
1 PERTIIMA)( liter harga Non Subsidi
2. Solar lndustri Liter harga Non Subsi.dl

11. Honor Pe~ugasSembellh dan KIRMaster
1 Petugas Sembellh Orang Bulan 1.000.000
2 KIRMaster Orang Bulan 1.000.000

12. Tarlf Belanln maken dan mlnum

1 Sallan Prasrnanan Orang Kall 40,000
2 Makan dan Mihum Rapat Orang Kall 30,000
3 .Snackdim Minuman Orang Kal! 10,000
II Makan dan Mlnum Harlan Orang Hart 10,000

13. Tari! Perjalan;II1iOlnas Dalam Daerah Non PNS/PTT OtanI! Hart 50,000



NO. URAIAN SATUAN
STANDAR

KETBIAYA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 SATUANBIAYAPEMEUHARAANSARANAKANTOR

a Invcntaris Kantor Pegawal/Tahun 80,000
b Personal Computer/Notebook Unit/Tllhun 730,000
c Printer Unit/Tahun 690,000
d AC Split Unlt/Tahun 610,000.
e Genset leblh ked darl 50 KVA Unlt/Tahun 7,190,000
f Gensel 75 KVA Unit/Tahun 8.640,000
s Gensel 100 KVA Unlt/Tahun 10,150,000
h Genset 125 KVA Unit/Tahun 10,780,000
i Genset 150 KVA Unil/Tahun 13,260,000
i Genset 175 KVA Unlt/Tllhun 14,810,000
k Genset 200 KVA Unit/Tahun 15,850,000
I Genset 250 KVA Unit/Tahun 16,790,000
m Genset 275 KVA Unit/Tahun 17,760,000
n Gensel 300 KVA Unil/Tahun 20,960,000
0 Gensel 350 KVA Unh/Tahun 22,960,000
p Gensel 450 KVA Unit/Tahun 25,620,000
q Gensel 500 KVA Unlt/Tahun 31,770,000

2 SATUANBIAYAPENERJEMAHANDAN PENGETIKAN
1 Bahasaasll)&ke Bahasatndcnesla

a. BahasaInggris Halaman Jadl 68,000
b. Oarl BahasaJepang Halaman Jadi 90,O~00
c. Dari BahasaMandarin, Belanda HalarnanJadl 90,000'
d. Oarl BahasaPeranels Jerman Halaman Jadi 85,000
e. Dar! BahasaAsing lainnya HalarnanJadl 75,000

2 Bahasa Indonesia ke Bahasa Asing
a, BahasaIndonesia ke Bahasalnggrls Halaman Jadl 75,000
b.Bahasa Indonesia ke BahasaJepang Halaman Jadl 90,000
c.sahasa Indonesia ke BahasaMandarin, Belanda Halaman Jadl 85,000
d.Bahasa Indonesia ke BahasaPerancis,Jerman Halaman Jadl 85,000
a.BahasaIndonesia ke BahasaAsing lalnnya Halaman Jadl 75,000

3 SATUANBIAYAKEPERLUANSEHARI·HARIPERKANTORAN
a Untuk kantor yang memlllki sampal dengan 40 Pegawal Satker/Tahun 60,020,000
b Untuk kantor yang memlliki lebih dari 40 Pegawal Orang/Tahun 1,510,000

4
SATUANBIAYAPENGGANTIANINVENTARISlAMA DAN/ATAU
PEMBEUANINVENTARISUNTUKPEGAWAI8ARU

a
Blayapenggantian Inventaris lama dan/atau pembelian inventarls untuk Peg3wai/Tahun 1,840,000
peg9wai baru

5
SATUANBIAYAPEMELIHARAANDAN OPERASIONAlKENDARAAN
DINAS

a Kendaraan Dlnas Pe)abat Unit/Tahun 38,990,000
b Kendaraan DlnasOperaslonal RodeEmpat Unlt/Tahun 34,380,000
c 'Kendaraan Dinas OperaslonalDouble Gordan Unlt/Tahun 36;620,000
d 'Kendaraan DinasOperaslonal RedaOua Unlt/Tahun 3,800;006
e 'Kendaraan DlnasOperaslonal dalam lIngkungan Kantor Unlt/Tahun 9,750,006
f Kendaraan DlnasOperilslonal RodaEnam Unlt/Tahun 37,110,000
g Speed Boot Unlt/Tahun 20,240.000

STANDARBIAYAMASUKANTAHUN ANGGARAN2019
YANG8ERFUNGSISEBAGAIESTIMASI

IAMPIRAN II

RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 55 TAf1lJ1· 2Ql§
TENTANG
STANDARBIAYAMASUKANTAHUNANGGARAN2019



H.IBNU SINA

WALIKOTA BANJARMASIN,

6 SATUAN BIAYAPEMEUHARAAN GEDUNG/BANGUNAN
a Gedung Bertingkat m2/tahun 196,000
b GedungTidak Bertingkat m2/tahun 148,000
c Halaman Gedung/BanBunan Kantor m2/tahun 11,000



a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang
meliputi:

1) spesifikasi teknis BarangjJasa;
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);dan
3) rancangan Kontrak.

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barangj Jasa;

c. menyetujui bukti pernbelian atau rnenandatangani Kuitansi j Surat
Perintah Kerja (SPK)jsurat perjanjian;

d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia BarangjJasa;
e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
f. melaporkan pelaksanaanjpenyelesaian Pengadaan BarangjJasa

kepada PAjKPA;

5) Pengawas lapangan

6) Pejabatj Panitia Penerirna Hasil Pekerjaan

3. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)memiliki tugas pokok dan
kewenangan sebagai beriku t:

4) PengelolaTeknis (Khusus untuk Pembangunan Gedung)

3) Star Teknis

2) Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak

1) PejabatjPanilia Pengadaan Barang dan Jasa

2. Atribut Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari:

5) Pcjabat Pelaksana Teknis Kegiatan

6) Star Adrninistrasi

4) Pejabat Pembuat Komitmen

3) Pejabat Penatausahaan Keuangan

1) Pengguna Anggaran

2) KuasaPengguna Anggaran

1. Penanggungjawab Pengelola Keuangan terdiri dari:

A. Penjelasan Organisasi Pelaksana Kegiatan

Lampiran III:

Penjelasan Uraian Standar Biaya Masukan

"



pertanggungjawaban pengeluaran kegiatan secara rutin;

4. mengolah laporan realisasi fisik dan keuangan;
5. menyiapkan administrasi perpajakan atas belanja kegiatan;

6. merekap dan rnenyusun daftar transaksi harian dan

pemungutan/pemotongan pajak; dan

7. .melakukan pengecekan kontrol kartu kendali kegiatan dan posisi

anggaran kas.

dokumen

g. rnenyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada

PAlKPAdengan Berita Acara Penyerahan;

h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran

dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap

triwulan: dan

1. menyirrrpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan

Pengadaan Barang/ Jasa.

Selain tugas pokok dan. kewenangan, dalam hal diperlukan, PPK dapat:

a. mengusulkan kepada PA/KPA:

1) perubahan paket pekerjaan; dan Iatau
2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

b. rnenetapkan tim pendukung;

c. rnenetapkan tim atau tenaga ahli pernberi penjelasan teknis untuk
mernbantu pelaksanaan tugas ULP; dan

d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada

Penyedia Barang/.Jasa.

Perigadaan barang dan jasa mengacu dan mernpedomani surat edaran,

surat keputusan, dan ketentuan dari Sekretariat Daerah Kota

Banjarmasin mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa.

4. Tugas staf adrninistrasi, sebagai berikut:

1. menyiapkan adrninistrasi daftar perrnintaan kegiatan;

2. menyiapkan adrninistrasi tagihan .oleh rekanan;

3. menyiapkan pengolahan administrasi



1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertindak selaku Pengguna

Anggaran (PA).

2. Pejabat setingkat eselon III yang berada di bawah Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah dapat ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA), untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran

lebih besar atau sama dengan Rp. 20 Milyar.
3. Khusus Dinas Kesehatan Kota Banjarrnasin, dalam rangka mernenuhi

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan

Pernanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran

Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 90D/2280/SJ Tanggal 5 Mei 2014

Perihal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan

B. Pengaruran Organisasi Pelaksana Kegiatan

Tugas Pengelola Teknis berpedornan dengan Peraturan Presiden RI

Nornor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Bangunan

Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 45/PRTjM/2007

tentang Pedoman Teknis Pernbangunan Bangunan Gedung Negara, dan

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum· RI Nomor 06jSEjM/2010.

6. Tugas pengawas lapangan adalah rnembantu PPTK dalam hal
pengawasan pekerjaan Jisikj konstruksi.

1) mernberikan pembinaan teknis pernbangunan bangunan gedung;

2) mernantau kegiatan para penyedia jasa konstruksi pada saat

pengadaanj'pernilihan dan pada saat melaksanakan pekerjaan;

3) mernberikan masukan saran teknis administrasi kepada Kepala

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakaan

pernbangunan bangunan gedung;

4)' memberikan masukan saran teknis teknologis dan manajemen

untuk percepatan penyelenggaraan pernbangunan yang tertib,

efektif, efisien dan berkualitas; dan

5) membantu dalam proses penyelenggaraan mulai dari tahap

persiapan dan perencanaan konstruksi, tahap peJaksanaan

konstruksi, dan tahap pasca konstruksi.

5. Tugas Pengelola Teknis untuk Pembangunan Bangunan Gedung
(khusus Kecipta Karyaan), sebagai berikut:



5. Kepala DinasjKepala Badan /Kepala Kantor,'Inspekturj Sekretaris
Dewan dan Camat selaku Pengguna Anggaran (PA)dapat bertindak:

sekaligus sebagai PPK (walaupun tidak merniliki sertifikat pengadaan
barang dan jasa].

·6. .Jika lulus sertifikasi maka jabatan Irbarr/Kabag/Kabidy atau sebutan
lainnya (kecuali pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran), dapat ditunjuk sebagai PPK.

7. Jika tidak lulus sertifikasi maka jabatan Irbarr/Kabag/Kabid Zarau
sebutan lainnya dapar ditunjuk sebagai KPA sehingga sekaligus
bertindak sebagai PPK.

8. Jabatan rangkap PA yang bertindak selaku PPK khusus diperuntukan
untuk pejabat eselon 11atau eselon III, sernentara Pejabat eselon IV ke
bawah hanya dapat ditunjuk sebagai PPTK yang bertugas membantu
PAjKPA. II

9. Untuk ditetapkan sebagai PPK barns memenuhi persyaratan sebagai

berikut:
a. rnemiliki integritas;
b. memiliki disiplin tinggi;
C. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial

untuk rnelaksanakan tugas;
d. rnampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki

keteladanan dalarn sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KK.N;

e. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah

membayar (PP-SPM~atau Bendahara;

f. rnemiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa (Kecuali
sebagai PAdengan jabatan eselon II dan III);

.g. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (Sl) dengan
bidang keahlian: yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan
pekerjaan;

Penatausahaan, .serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik

Pemerintah Daerah, maka Kuasa Pengguna Anggaran dijabat oleh

Kepala Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Banjarrnasin.

4. Untuk kegiatan Yang ada kontrakJkerjasarna dengan pihak lainnya
maka perlu ada penunjukan PPK (dalarn hal terbatasnya jumlah pejabat

yang memiliki sertifikasi maka jabatan PPKbisa di rangkap oleh PAl.



h. rnemiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun;

1. memiliki kernampuan kerja secara berkelompok dalam

melaksanakan setiap tugas I pekerjaannya,
10. PA, KPA,Pejabat Penatausabaan Keuangan, PPK,dan PPTl{ tidak boleh

terlibat sebagai Panitia lelang, Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya.

11. Kegiatan bersifat teknis berupa Iisik/non fisik yang menurut
pertimbangan Pengguna Anggaran dikategorikan teknis, maka PPTK
dijabat -oleh pejabat eselon III. Namun dalam hal keadaan tertentu
pejabat eselon HI sudah merniliki beban kerja yang dianggap berat maka
berdasarkan pertimbangan kernampuan, Pengguna Anggaran dapat
menunjuk pejabat eselon IV. Contohnya kegiatan DED Rumah Sakit
(Non Fisik], Kegiatan Pembangunan .Jalan dan .Jembatan (Fisik) yang

secara teknis dinilai rurnit.

12. PPTK tidak boleh merangkap menjacli staf adrninistrasi pada kegiatan
yang lain kecuali menjadi staf teknis terkait dengan keilmuan atau

kualifikasi pendidikan yang dirniliki.
13. Bendahara, pernbantu bendahara, verif:t.katordan pengurus barang tidak

boleh rnerangkap rnenjadi staf adrninistrasi dan staf teknis.
14. Star adrninistrasi dan staf teknis merupakan PNS yang tidak rnerniliki

jabatan struktural.
15. Staf teknis adalah staf yang memiliki pengetahuan dan kernarnpuan

khusus dibidangnya seperti staf teknis konatruksi Zbangunan, staf

teknis jalan dan jernbatan, staf teknis bidang l'T, dll yang bertugas
membantu PPTK dalam hal teknis dan tugasnya rnerniliki cakupan
spesifik.

16. Rumusan tugas staf teknis harus dijabarkan tugas dan fungsinya dalam
Surat Keputusan Penggurra Anggaran./Kuasa Pengguna Anggaran.

17. .Jurnlah Panitia/Pejabat Penerima hasil pekerjaan untuk pengadaan
barang atau jasa adalah sebagai berikut :
a. Pengadaan 0 sId Rp. 50 Juta berjumlah 1 orang.
h. Pengadaan diatas Rp. 50 Juta sampai dengan Rp. 200 Juta

maksimal 3 orang.
c. Pengadaan diatas Rp. 200 Juta disesuaikan pada tingkat

kornpleksitas pekerjaan.



18. Honor PA dibayar berdasarkan seluruh pagu belanja yang menjadi
tanggungjawabnya.

19. Honor KPA dibayar berdasarkan pagu belanja langsung yang menjadi

tanggungjawabnya.

20. Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan dibayarkan dengan

mengakumulasikan nilai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

21. Honor PPK dibayarkan dengan mengakumulasikan jumlah belanja
barangfjasa dan belanja modal yang menjadi tanggungjawabnya.

22. Jika PA/KPA bertindak selaku PPK maka honor yang diterima adalah,

honor sebagai PAl KP-Adan honor sebagai PP-K.
23. Pembayaran honor FPK/PPTK untuk kegiatan belanja

barangfjasa/modal yang ada kontrak/ SPK baru bisa dilakukan bila
realisasi kegiatan telah sampai pada tahap pengumuman lelang di
website bukan papa waktu pengumuman reneana umum pengadaan

(RlJP).

24. Pembayaran honor PPK/PPTK untuk kegiatan belanja

barang/jasa/modal yang tidak ada kontrak.jSPK baru bisa dilakukan
bila realisasi kegiatan. telah sampai -pada tahap pembayaran.

25. Pembayaran .honer PPK/PPTK untuk kerjasama swakelola dengan
masyarakat maupun instansi pemerintah lainnya dibayarkan jika

perjanjian kerjasarna telah.di tanda tangani.

26. Honor Penanggungjawab Pengelola Keuangan seperti Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (pPrK), dan Staf Adminietrasi/Teknis, dibayarkan

sesuar dengan jumlah besaran riilai kegiatan, lama pelaksanaari

kegiatan mulai dati persiapan awal hingga penyerahan kegiatan kepada

Walikota (tidak harus 12 bulan, disesuaikan dengan jangka waktu

pelaksanaan kegiatan dan beban kerja yang dipikulnya).

27. Honor PPfJ{ dibayarkan sesuai dengan jumlah kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya.

2.8.Pengisi acara .dari kegiatan dalam rangka seminar / rapat
koordinasi/ eesialisasiydisemiaasi maksimal diisi dengan aturan
susunan sebagai berikut:

a. Narasurnber
b. Pembawaacara



C. Moderator

d. Pernbaca doa

29. Honorarium narasurnber dapat diberikan dengan ketentuan sebagai

berikut:

1. Narasurnber bukan bagian dari tim yang telah dibentuk.

2. Honorarium narasumber diberikan kepada narasurnber yang

berasal dad 1uar Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

bersangkutan untuk kegiatan yang berlangsung di dalam Satuan

Kerja Perangkat Daerah (kecuali untuk Dinas Penclidikan dan Dinas
Kesehatan) .

3. Honorarium narasurnber dapat diberikan kepada narasurnber yang

berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
bersangkutan untuk kegiatan yang berlangsung yang diikuti oleh

lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/ atau masyarakat.

30. Honorarium moderator, pembawa acara, dan pembaca do'a dibayarkan

per kegiatan.

31. Tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah hanya dapat mempekerjakan

tenaga l1.1a1'untuk jasa pelayanan kantor terdiri dari petugas keamanan

maksimal 2 orang, supir lorang, cleaning service 1 orang dan

pramubakti 1orang.

32. Untuk kcu1.tor/UPTD/kelurallan (yang terpisah dari Satuan Kerja

Perangkat Daerah induk) hanya dapat mernpekerjakan tenaga luar

untuk jasa pelayanan kantor terdiri dari petugas keamanan maksimal 1

orang dan cleaning service Zpramubakti 1 orang.

33. Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium

sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.

34. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Uasa, Pejabat./Panitia Penerima

Hasil Pekerjaan, berhak atas honorarium sesuai dengan jumlah besaran

standar yang ditetapkan.

35. Honorarium pejabat /panitia pengadaan barang dan jasa dapat

dibayarkan untuk pengadaan dengan hasil gagal.

36. Belanja bahan bakar minyak dan gas untuk kendaraan dinas rnilik

Pernerintah Kota Banjarmasin akan ditetapkan dengan Surat Keputusan
Walikota.



1. Ketentuan pembentukan tim adalah:

a. Mempunyai keluaran (output) .jelas dan terukur;

C. Pembentukan Tirrr/Panitia dan Pembayaran Honorarium TimjPanitia.

37. Pengawas Lapangan baik PNS maupun non PNS dibayarkan sesuai
dengan jumlah besaran nilai kegiatan, lama pelaksanaan kegiatan mulai
dari persiapan awal hingga penyerahan kegiatan kepada Walikota (tidak
harus 12 bulan, disesuaikan dengan jangka waktu pelaksanaan

kegiatan dan beban kerja yang dipikulnya).
38. 'Narasurnber -dalam rangka semmaijrakor,fso.sialisasijdiseminasi, dan

Penyelenggara Ujian berhak atas honorarium sesuai dengan jumlah

besaran standar yang ditetapkan.

39. Makanan dan minuman harian pegawai merupakan penyediaan
makanan dan rninurnan untuk PNS dan CPNS pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah selama satu tahun pada hari kerja keeuali bulan

Ramadhan.
40. Belanja makanan dan minurnan rapat /kegiatan disesuaikan dengan

standar biaya rnasukan.

41. Untuk makan m.inum rapat (rnakan siang) dapat diberikan apabila rapat
melebihipukul Lz.Oowaktu setempat.

42. Untuk makan minum tamujacara kepala daerahj'wakil kepala daerah

diatur tersendiri dalam ketentuan khusus.

4:3.Belanja perjalanan diuas diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Walikota dan Surat Keputusan Walikota.

44. Honorarium pejabatrpanitia pengadaan barang dan jasa dapat
dibayarkan untuk pengadaan dengan hasil gagallelang.

45. Untuk tenaga S1.:trV<;!Ylapangan (pegawai negeri atau non pegawai negeri)
dapat diberikan uang perjalanan dinas yang rnelakukan
kegiatarr/pekerjaan penelitiany pemeriksaan lapangan di lua:r kantor

yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor linst:ansi dengan
ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kotajkabupaten cliberikan
uang perjalanan dinas sesuai Peraturan Walikota yang berlaku.



g. Anggota

4. Struktur sekretariat tim pelaksana kegiatan terdiri dari:

a. Ketua

b. WakiJKetua

c. Anggota

5. Honorarium tim dapat clibayarkan untuk orang yang sarnamaksimal 2

(dua) tim dalam DPAjDPPA yang sarna dengan Surat Keputusan

WaJikota Banjarmasin.

6. Tim berhak atas honorarium sesuai dengan jurnlah besaran standar

yang ditetapkan.

b. Penanggung Jawab

c. Koordinator
d. Ketua

e. Wakil Ketua

f. Sekretaris

b. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk lintas Satuan Kerja

Perangkat Daerah. Lintas Perangkat Daerah yang dirnaksud adalah

dengan menyertakan PNS Batuan Kerja Perangkat Daerah lain

sebagai anggota. Penyertaan Pejabat pada Sekretariat Daerah Kota

Banjarmasin dikecualikan dari kategori lintas Satuan Kerja

Perangkat Daerah,

c. Diberituk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin

d. Bersifat temperer, peiaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar
jam kerja;

e. Merupakan perangkapan furrgsi atau tugas tertentu kepada pegawai
negeri di samping tugas pokoknya; dan

f. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

g. Jabatan Ketua hanya dijabat oleh 1orang.

2. Untuk honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan, honor diberikan

atas tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi

untuk menunjang tim pelaksana kegiatan.

3. Struktur tim pelaksana kegiatan terdiri dari:

a. Pengarah



Ketua 1 (satu) orang,

Sekretaris 1 (satu) orang, dan

.Jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan.

10. Untuk penghapusan aset milik daerah dibentuk tim

verifikasi/ penghapusan aset daerah dan Tim Lelang Aset yang personil

tim nya berasal dari Badan Keuangan Daerah dan Satuan Kerja

Perangkat Daerah terkait dengan standar besaran honor disamakan

dengan Panitia Pengadaan.

11. Penganggaran honorarium tim di luar standar biaya masukan dapat

diberlakukan an tara lain:

a. tim yang. bersifat lintas wilayah antar kabupatenj kota, provmsi
maupun pusat.

b. tim yang berkaitan dengan pernbinaan, pengawasan, pemeriksaan,
dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

c. tim yang berkaitan dengan fasilitas Kepala Daerahj'Walcil Kepala
Daerah dan DPRD.

d. tim yang berkaitan dengan advokasi permasalahan hukum dani atau
penyelesaian perkara/ sengketa.

e. tim yang menghasilkan kebijakan pernerintah .daerah, berupa
rancangan peraturan daerah dan diarnanatkan oleh peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

7. Untuk honorarium Tim yang bersifat khusus mengacu pada Surat

Keputusan Walikota di masing-rnasing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penentuan besaran honorarium harus disetujui oleh Ketua Tim

Anggaran Pernerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, serta dapat dibayarkan berdasarkan Surat Keputusan

Walikota Banjarrnasin dengan output kcgiatan yang jelas dan terukur.

8. Honorarium kepanitiaan dapat dibayarkan untuk orang yang sarna

maksimal 2 (dua) kepanitiaan dalam satu DPA/DPPA yang sarna

dengan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin.

9. Kepanitiaan yang bersifat lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah rnaka

ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin dan susunan

kepanitiaanya terdiri dari:



~
H. IBNU SINA

WALIKOTA BANJARMASIN

12. Penganggaran honorarium tim di luar standar biaya masukan agar
disertai dengan analisa penilaian terhadap besaran honor yang
diberikan.

"


